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Anggota DPR Minta Menhan Prabowo
Jelaskan soal Denwalsus Kemenhan

JAKARTA (IM) - Ang-
gota Komisi I DPR RI, 
Syaifullah Tamliha meminta 
Menteri Pertahanan Prabo-
wo Subianto menjelaskan 
soal rencana pembentukan 
Detasemen Kawal Khusus 
(Denwalsus) Kementerian 
Pertahanan (Kemenhan) 
secara utuh kepada Komisi 
I DPR RI.

Tamliha mengatakan 
penjelasan perlu dilakukan 
setelah reses di DPR agar 
semua anggota Komisi I 
mendapatkan gambaran 
lengkap terkait Denwalsus 
Kemenhan tersebut.

“A g a r  k a m i  b i s a 
mendapatkan gambaran 
secara utuh dan komprehen-
sif,” kata Tamliha,Minggu 
(11/4).

M e n u r u t  Ta m l i h a 
penjelasan harus meliputi 
dengan tugas, pokok, dan 
fungsi (tupoksi) serta sum-
ber anggaran dari Denw-
alsus Kemenhan. Ia men-
gatakan, dari penjelasan 
tersebut, jangan sampai ada 
tumpang tindih dalam de-
tasemen yang sudah terben-
tuk di unit organisasi (UO) 
Angkatan Darat, Laut, dan 
Udara.

“Menghindari tumpang 
tindih terhadap detasemen 
lain yang sudah terbentuk 
pada unit organisasi (UO) 

Angkatan Darat, Laut dan 
Udara,” ucapnya.

Sebelumnya, Menhan 
Prabowo Subianto memben-
tuk Detasemen Kawal Khusus 
(Denwalsus) Kemenhan. Juru 
Bicara Menhan Dahnil Anzar 
Simanjuntak mengatakan, 
Denwalsus tersebut bertugas 
mengawal para tamu militer 
Kemenhan.

“Sejak lama (Denwalsus) 
sudah ada di bawah kendali 
Mabes TNI yang ditugaskan 
di Kemenhan RI. Hanya saja, 
memang dilakukan penyega-
ran personelnya,” kata Dahnil, 
Sabtu (10/4).

Dahn i l  meng a takan , 
Prabowo meminta Panglima 
TNI Marsekal Hadi Tjahjanto 
agar menyediakan personel-
personel yang secara fisik 
sempurna untuk Denwalsus 
karena akan menjadi tampilan 
depan dalam setiap upacara 
penyambutan tamu-tamu Ke-
menhan.

“Makanya Pak Menhan 
memberikan perhatian khusus 
terkait hal ini, karena menjadi 
salah satu simbol wibawa kita 
sebagai bangsa dan negara,” 
ujarnya.

Lebih lan jut ,  Dahni l 
mengatakan,  Denwalsus 
ini berjumlah sekitar 100 
orang lebih. “Ada sekitar 
100 orang anggota,” tutur 
Dahnil.   han

“Mohon maaf  saya keb-
etulan tidak terlalu menyimak 
pernyataan yang disampai-
kan Deputi Penindakan yang 
telah memunculkan respons 
dari pemerintah Singapura. 
Namun, yang pasti kalau ada 
pernyataan-pernyataan yang 
mengatasnamakan lembaga 
yang telah menimbulkan keti-
daknyamanan, tentu kami 
memohon maaf  atas ketida-
knyamanan yang ditimbulkan 
dari pernyataan-pernyataan 
tersebut,” kata Nawawi.

Saat konferensi pers “Kin-
erja Komisi Pemberantasan 
Korupsi 2020”, KPK telah 
bekerja sama dengan 10 pen-
egak hukum di luar negeri 
sepanjang 2020 untuk men-
gungkap kasus korupsi, terma-
suk dengan CPIB .

Bersama CPIB, KPK me-
minta bantuan pemanggilan 
saksi warga negara Singapura, 
meminta bantuan penelusuran 
dan pembekuan aset di Singa-
pura, dan bantuan pencarian 
informasi dan data di Singa-
pura untuk beberapa perkara 
yang sedang ditangani KPK.
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Sebelumnya, Kement-
erian Luar Negeri Singapura 
melalui pernyataan resminya, 
Jumat (9/4) malam, men-
egaskan komitmennya untuk 
bekerja sama dengan Indone-
sia dalam penegakan hukum 
sesuai dengan hukum dalam 
negeri dan kewajiban inter-
nasionalnya.

Dalam pernyataan yang 
dikeluarkan untuk menanggapi 
pemberitaan media tentang 

pernyataan Deputi Penindakan 
dan Eksekusi KPK Karyoto di 
awal pekan ini mengenai kesu-
litan yang dihadapi pihak ber-
wenang Indonesia menangkap 
buronan kasus korupsi, Sin-
gapura mengaku telah mem-
berikan bantuan kepada pihak 
berwenang Indonesia dengan 
memberikan konfi rmasi ten-
tang keberadaan warga negara 
Indonesia tertentu yang sedang 
dalam penyelidikan.  han

MENSOS KUNJUNGI LOKASI 
DAMPAK GEMPA MALANG

Menteri Sosial Tri Rismaha-
rini (kanan) bersama Bupati 
Lumajang Thoriqul Haq (ke-
tiga kanan) berbincang dengan 
warga terdampak gempa yang 
beristirahat di teras rumahnya di 
Desa Kali Uling, Lumajang, Jawa 
Timur, Minggu (11/4). Dalam 
kunjungannya, Mensos Tri Ris-
maharini memberikan bantuan 
kepada warga yang terdampak 
gempa dan meminta pemerin-
tah setempat segera mencari lo-
kasi yang aman untuk dibangun 
posko pengungsian.

KPK Tetap Berkomitmen Jalin
Kerjasama dengan CPIB Singapura
KPK sangat berterima kasih atas jalinan 
kerja sama pemberantasan korupsi den-
gan CPIB Singapura.

KPK g t b t i k ih t j li

JAKARTA (IM) – Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) tetap berkomitmen 
menjalin kerjasama dengan 
Biro Penyelidikan Praktik 
Korupsi (Corrupt Practices 
Investigation Bureau/CPIB) 
Singapura, dalam hal penan-
ganan pemberantasan korupsi.

“Yang jelas sejauh ini In-
donesia dan Singapura melalui 
KPK dan CPIB terus menjalin 
kerja sama, dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi pemberan-
tasan korupsi, baik dalam hal 
pencegahan, pendidikan, mau-
pun bidang penindakan,” kata 
Wakil Ketua KPK Nawawi 
Pomolango dalam keterangan-
nya yang diterima di Jakarta, 
Minggu (11/4).

Ia mengatakan, bahwa 
CPIB sudah sering membantu 
lembaganya dalam sejumlah 
penanganan perkara tindak 

pidana korupsi.
“Begitu juga dalam hal 

MLA (Mutual Legal Assis-
tance) seperti penanganan 
perkara Innospec, Garuda (In-
donesia), dan bahkan KTP 
elektronik,” kata Nawawi.

KPK sangat berterima 
kasih atas jalinan kerja sama 
pemberantasan korupsi den-
gan CPIB selama ini.

“Tentu kami sangat ber-
harap jalinan kerja sama ini 
terus berlanjut dan kian me-
ningkat dan komitmen untuk 
terus saling membantu dalam 
penanganan tindak pidana 
korupsi,” ujarnya.

Ia juga meminta maaf  jika 
ada pernyataan dari KPK yang 
menimbulkan ketidaknyaman-
an pemerintah Singapura. Hal 
tersebut merespons pernyata-
an dari Deputi Penindakan dan 
Eksekusi KPK Karyoto.

5 Alasan KPK Harus Memecat
Deputi Penindakan Karyoto

JAKARTA (IM) - In-
donesia Corruption Watch 
mendesak Komisi Pember-
asan Korupsi (KPK) untuk 
memberhentikan Deputi 
Penindakan dan Eksekusi 
KPK, Karyoto. Peneliti ICW, 
Kurnia Ramadhana menye-
butkan, kesalahan Karyoto 
tidak hanya pada persoalan 
Singapura saja.

Kurnia menyebut setida-
knya terdapat lima kesalahan 
yang dilakukan Karyoto se-
lama berada di KPK.

“ P e r t a m a ,  D e p u t i 
Penindakan diduga tidak 
melakukan evaluasi kepada 
tim yang mencari buronan 
Harun Masiku. Padahal 
salah satu pimpinan KPK 
mengayakan akan men-
gevaluasi tim tersebut. Na-
mun perintah itu sepertinya 
tidak ditindaklanjuti Kar-
toyo,” jelas Kurnia dalam 
keterangan tertulis, Minggu 
(11/4).

Kedua, lanjut Kurnia, 
Kartoyo menyambut saksi 
perkara dugaan suap proyek 
penyediaan air minum di Ke-
menterian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat 
(PUPR), Agung Firman di 
loby gedung KPK, Jakarta 
pada Desember 2020.

“Padahal kedatangan dari 
Ketua Badan Pemeriksaan 
Keuangan (BPK) itu bukan 
dalam rangka menghadiri 

acara tertentu, melainkan un-
tuk kebutuhan sebagai saksi,” 
ujarnya.

Kurnia menyebut, alasan 
ketiga terkait kasus korupsi 
benih bening lobster (BBL) 
dengan terpidana mantan 
Menteri Kelautan dan Peri-
kanan (KKP) Edhy Prabowo. 
Saat itu, Kartoyo mengatakan 
tidak perlu memanggil dan 
mencari keterangan dari Sek-
retaris Jenderal (Sekjen) KKP 
Antam Novambar. Padahal, 
PLT Juru Bicara KPK Ali Fi-
kri sudah menjelaskan bahwa 
ada perintah dari Edhy pada 
Antam terkait Bank Garansi.

“Keempat, dalam penan-
ganan kasus korupsi bansos. 
Kedeputian Penindakan tidak 
segera memanggil Herman 
Herry terkait statusnya se-
bagai saksi, tindakan peng-
geledahan KPK juga terkesan 
lambat,” ungkap Kurnia.

Alasan kel ima KPK 
memecat Karyoto menu-
rut Kurnia adalah keteran-
gan Kartoyo, terkait status 
tersangka mantan Direktur 
Utama Perusahaan Umum 
Daerah Pembangaunan Sa-
rana Jaya DKI Jakarta, Yoory 
Corneles Pinontoan, dalam 
dugaan korupsi pengadaan 
tanah di Jakarra Timur. “Pa-
dahal pimpinan KPK belum 
mengumkan secara resmi 
perkembangan penanganan 
perkara itu,” imbuhnya.  han

JAKARTA (IM) -Yayasan 
Harapan Kita (YHK) sebagai 
pengelola Taman Mini Indo-
nesia Indah (TMII), akhirnya 
memberikan penjelasan terkait  
diambilalihnya pengelolaan 
TMII oleh pemerintah.

Sekretaris YHK Tria Sa-
sangka Putra Ismail Saleh 
menegaskan bahwa pihaknya 
tidak pernah memiliki niat 
melakukan swakelola terhadap 
kawasan wisata sekaligus edu-
kasi di Jakarta Timur itu.

“Kami tidak pernah me-
miliki niat untuk melakukan 
swakelola Taman Mini Indo-
nesia Indah secara mandiri,” 
kata Tria dikutip dari siaran 
pers, Minggu (11/4).

Tria mengatakan, dalam 
sejarah pendirian TMII pada 
rentang waktu 3 tahun sejak 
pembangunannya tahun 1972 
sampai peresmian tahun 1975, 
TMII langsung diserahkan ke-
pada negara oleh YKH.

Ia menegaskan, penggagas 
TMII, yaitu mendiang Pres-
iden Soeharto dan istirnya, 
Tien Soeharto tidak pernah 
memiliki niat untuk melaku-
kan swakelola TMII secara 
mandiri.

“Hal ini dapat dilihat bah-
wa pada rentang waktu selama 
3 tahun sejak pembangunan di 
tahun 1972 sampai peresmian 
tahun 1975, TMII langsung di-
persembahkan dan diserahkan 
oleh Yayasan Harapan Kita 
kepada negara,” katanya.

Bahkan pada 2010, kata 
dia, Sekretariat Negara telah 
melakukan proses balik nama 
Sertifi kat Hak Pakai dari atas 
nama Yayasan Harapan Kita 
menjadi atas nama Pemerintah 
Republik Indonesia, dalam hal 
ini Sekretariat Negara Republik 
Indonesia atas tanah TMII 
seluas 146.7704 hektare.

“Dalam melaksanakan ke-
giatan operasionalnya selama 
ini, YHK telah membentuk 
Badan Pengelola dan Pengem-
bangan TMII sebagai kontri-
busi kepada negara,” katanya.

Bahkan YHK se laku 
penerima penugasan dari neg-
ara, kata dia, telah melakukan 
tugas mengelola hingga TMII 
memiliki sumber daya manusia 
(SDM) dengan kemampuan 
berbasis pada kompetensi 
manajerial dan teknis. Utaman-
ya terhadap skill (keterampi-
lan), personal’s atribut (atribut 
perseorangan), knowledge 
(ilmu pengetahuan), dan job 
behaviour (perilaku kinerja) 
yang terukur dan dapat di-
evaluasi.

Dalam pengelolaan hingga 
rentang 2021, YHK memiliki 
total SDM sebanyak 700 orang. 
TMII juga telah memban-
gun berbagai bangunan dan 
fasilitas yang terdiri dari 34 
anjungan setiap provinsi di 
Indonesia, 16 museum, 7 tem-

pat peribadahan, 12 unit fl ora 
dan fauna, 9 wahana rekreasi, 
dan 17 fasilitas berupa hotel 
dan  resto.

Kemudian art shop & 
gallery, lease of  dan public 
transportation yang diperun-
tukan bagi wahana pelestarian 
budaya Indonesia.

“Seluruh fasilitas itu be-
rada di bawah pengelolaan 
manajemen TMII,” katanya.

Tria mengatakan, YHK 
juga telah melakukan tata kelo-
la TMII dalam bidang manaje-
men dan bidang keuangan yang 
dilaksanakan dengan proses 
audit secara otonom. Antara 
lain membentuk unit atau or-
ganisasi pengelola, mengurus 
SDM, melaksanakan operasi 
manajemen, pemeliharaan, 
serta melanjutkan pembangu-
nan dan dengan pendanaannya 
dibiayai langsung oleh YHK 
tanpa bantuan pemerintah.

“Selama ini, audit dalam 
bidang keuangan juga dilaku-
kan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan terhadap pengelo-
laan TMII,” katanya.

Tria menambahkan, YHK 
pun mengukuhkan TMII ke 
dalam akta persembahan no-
mor 47 pada 17 Juni 1987. 
Sebelumnya, Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) meneken 
Peraturan Presiden (Perpres) 
Nomor 19 Tahun 2021 ten-
tang Pengelolaan TMII. Men-
teri Sekretaris Negara Pra-
tikno menyampaikan dalam 
konferensi pers, pemerintah 
mengambil alih kembali pen-
gelolaan TMII dari Yayasan 
Harapan Kita.

Menurutnya, dengan ber-
lakunya Perpres tersebut maka 
Keputusan Presiden Nomor 
51 Tahun 1977 yang mengatur 
tentang pengelolaan TMII oleh 
Yayasan Harapan Kita resmi 
dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku.

Kepala Kantor Staf  Pres-
iden (KSP) Moeldoko dalam 
konferensi pers di Gedung 
Bina Graha, Jakarta, Jumat 
(9/4)  mengatakan, salah satu 
yang jadi pertimbangan pen-
gambilalihan, yakni kerugian 
yang dialami pengelola TMII 
setiap tahun yang nilainya 
mencapai Rp 40 miliar hingga 
Rp 50 miliar.  han

Yayasan Harapan Sebut Tak Pernah
Miliki Niat Melakukan Swakelola TMII

Lewat Sepucuk Surat, Era Setyowati
Batalkan Razman Jadi Pengacaranya

JAKARTA (IM) - Melalui 
sepucuk surat, EWra Setyowati 
tak lagi menjadikan Razman 
Arif  Nasution sebagai kuasa 
hukumnya.

“Dengan ini menyatakan 
mencabut kuasa yang saya beri-
kan kepada DR. H. Razman 
Arif  Nasution, S.Ag, MH 
(Ph.D) dkk, sebagaimana ter-
tuang dalam surat kuasa dari 
kantor hukum “RAN Law 
Firm” Nomor 59/RAN/
III/2021 tertanggal 26 Maret 
2021,” kata Era lewat surat 
tersebut, Minggu (11/4).

Alasan Era mencabut kua-
sanya lantaran Razman dini-
lainya tidak sejalan dengan 
kepentingan dirinya. Bahkan ia 
menganggap apa yang dilaku-
kan Razman malah membuat 
semakin gaduh suasana.

“Adapun alasan pencabu-
tan kuasa ini ialah karena saya 
menyadari bahwa upaya yang 
dilakukan oleh kuasa hukum, 
dimaksud ternyata tidak sejalan 
dengan komitmen/ keinginan 
saya untuk menyelesaikan per-
masalahan yang terjadi secara 
baik baik, namun justru Sdr. 

Razman Arif  Nasution, dkk, 
melakukan tindakan-tindakan 
yang memperkeruh suasana 
dan dapat merugikan kepent-
ingan saya,” tegasnya.

“Demikian surat pencabu-
tan kuasa ini saya buat dalam 
keadaan sehat dan atas kes-
adaran sendiri, tanpa tekanan 
maupun paksaan dari pihak 
manapun,” kata Era.

Sekadar informasi, Era 
Setyowati alias Sierra menuntut 
pertanggungjawaban Profesor 
M terhadap sang anak. Miss 
Landscape Indonesia 2019 
itu merasa buah hatinya telah 
ditelantarkan.

Namun kasus penelantaran 
anak yang menyeret Guru Be-
sar UNPAD, Prof  M, mema-
suki babak baru. Era Setywati 
tiba-tiba mencabut gugatan di 
Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI).

Kabar ini  berhembus 
setelah foto surat tanda terima 
pencabutan gugatan yang di-
lakukan Era Setyowati beredar 
di media sosial. Dalam surat 
itu, terlihat jelas bahwa Era 
Setyowati telah resmi men-

cabut gugatan pada Kamis 8 
April 2021.

Kuasa hukumnya, Razman 
Arif  Nasution, mengatakan 
bahwa kliennya melakukan 
pencabutan gugatan diam-di-
am tanpa melibatkan pihaknya.

“Tim saya sudah men-
gonfi rmasi ke KPAI. Dia (Si-
erra) memang datang sepen-
getahuan kami. Di dalam 
buku tamu, kegiatannya untuk 
keperluan klarifikasi. Tapi 
ternyata mencabut gugatan,” 
kata Razman Arif  Nasution 
kepada wartawan, Jumat (9/4).

Lebih lanjut  Razman 
menjelaskan, satu hari sebelum 
gugatan dicabut, Era Setyowati 
memang sulit dihubungi. Maka 
dari itu, hari ini timnya akan 
datang ke KPAI untuk menel-
isik lebih lanjut.

“Hari ini kita mau ke 
sana lagi untuk memastikan. 
Karena Sierra di-whatsapp, 
ditelpon juga tidak diangkat-
angkat. Katanya dia lagi sakit 
di rumah sakit, psikisnya 
lemah karena banyak tekanan 
dari kir i  kanan,” ungkap 
Razman.  han

PELEBURAN KEMENRISTEK KE KEMENDIKBUD
Sejumlah pegawai memasuki Kantor Kementerian Riset dan Teknologi 
(Kemenristek) /Badan Riset dan Inovasi Nasional di Jakarta, Minggu 
(11/4). Presiden Joko Widodo mengusulkan melebur Kemenristek den-
gan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seiring dengan kebijakan 
pemerintah memisahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN 
menjadi lembaga otonom.
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Pemerintah akan Bangun 3 Lapas
Khusus Teroris di Nusakambangan

JAKARTA (IM)  - 
Pemerintah akan memban-
gun tiga gedung lembaga 
pemasyarakatan (lapas) baru 
khusus narapidana teror-
isme di Nusakambangan, 
Jawa Tengah. Rencana ini 
disampaikan Menteri Hu-
kum dan HAM Yasonna 
Laoly.

Yasona mengatakan 
Detasemen Khusus (Den-
sus) 88 Polri telah memi-
liki rumah tahanan khusus 
teroris di Cikeas, Jawa Barat, 
pasca peristiwa di Mako 
Brimob. Namun dengan 
banyaknya tahanan Polri 
terkait terorisme saat ini, 
maka kapasitas lapas yang 
berlebih (over capacity) 
kembali terjadi.

“Kita dapat komplain 
dar i  Polda,  Kejaksaan 

Tinggi, karena masih agak 
padat. Kalau khusus teroris, 
saya kira Polri masih punya 
tempat khusus untuk itu. Dan 
tahun ini kita bangun tiga lapas 
di Nusakambangan. Satu lapas 
maximum security yang saya 
kira sudah cukup untuk itu,” 
kata Yasonna saat ditemui di 
Jakarta, Sabtu (10/4).

Yasonna optimistis Polri 
dapat menajalan tugasnya den-
gan baik dalam rangka men-
jaga keamanan masyarakat dan 
negara dari terorisme. Karena 
itu pemerintah mendukungnya 
dengan membangun fasilitas 
penunjang seperti lapas khusus 
teroris.

Ia  mengatakan keberadaan 
lapas khusus terorisme sangat 
penting sebab narapidana tero-
ris tak bisa dicampur dengan 
narapidana yang lain.   han
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MANUVER LAPANGAN LATOPSRATMIN 2021
Sejumlah pasukan Komando Tugas Penda-
ratan Gabungan (Kogasratgab) bersiaga saat 
Latihan Operasi Pendaratan Administrasi 
(Latopsratmin) 2021 di Dabo Singkep, Kepu-
lauan Riau, Minggu (11/4). Latihan tersebut 
bertujuan meningkatkan kemampuan dan 
profesionalisme prajurit serta unsur Komando 
Lintas Laut Militer (Kolinlamil).

PENGUMUMAN
DAFTAR RENCANA PEMBAGIAN KEPADA KREDITOR

PT BERLIAN ANUGRAH ESTETIKA 
(DALAM LIKUIDASI) 

Sehubungan dengan rencana pembagian dalam 

Likuidasi) maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas dalam rangka pemberesan hutang perseroan. 
Dengan ini diberitahukan kepada Para Kreditor 

oleh Tim Likuidator pada 5 April 2021, dan dapat 
dilihat di Kantor Tim Likuidator PT Berlian Anugrah 

Resha 
Agriansyah Partnership, The H Tower, 12nd Floor, 
Unit 12-D Jl. HR. Rasuna Said Kav. 20, Karet Kuningan, 
Jakarta Selatan, 12940.
Apabila terdapat Kreditor yang keberatan terhadap 

sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pengumuman ini berlaku sebagai Pemberitahuan 
bagi Para Pemegang Saham, Para Kreditor dan Para 

ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas.

Jakarta, 12 April 2021.


